Menimbang

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/ 29 /PBI/2006
TENTANG
DAFTAR HITAM NASIONAL

PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa penggunaan instrumen ceka@an/bilyet giro
sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat
diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai noval

perputaran cek dan/atau bilyet giro;

bahwa adanya penarikan cek dan/atau bilyet lggsong
dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap
penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagai inginum

pembayaran;

bahwa penerapan sanksi daftar hitam penakiklae/atau
bilyet giro kosong serta pemberlakuannya dalam gaku
di wilayah kliring lokal belum cukup efektif menurkan

tingkat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;

bahwa berdasarkan prinsip pengenalan nasaetk
adalah pihak yang paling mengetahui karakterisaik d
iIdentitas nasabah penarik cek dan/atau bilyet ksong

sehingga perlu diterapkan prinsgalf assessment agar
penatausahaan ...
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penatausahaan daftar hitam dapat dilakukan deredpim |
akurat;

bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga
kepercayaan masyarakat atas penarikan cek dan/atau
bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud pada hayuf
huruf b, huruf ¢, dan huruf d, diperlukan dasargagaran

dan penerapan sanksi yang lebih proporsional kepada
penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dalam sdaftar

hitam yang berlaku secara nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaraksiim
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huweyierlu
membentuk Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar
Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro

Kosong;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagghget-boek van
Koophandel, Staatsblad 1847:23) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2959);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentanbdPdan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...
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Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentangkBa
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4357);

4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyetdsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OATAR

HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO
KOSONG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksund)ae:

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladangnUndang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pudoa sebagaimana

telah ...
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telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indanssimor 10 Tahun
1998.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UU%ladd unit kerja di
kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatsahau secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor indukl@dator cabang syariah
dan/atau unit syariah, atau unit kerja di kantobacey dari bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan tegiasaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induki #antor cabang

pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang yan@kulean kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umumrekasional.

Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Uptbdang Hukum
Dagang (KUHD).

Bilyet Giro adalah bilyet giro sebagaimana diataladh ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.

Penarik adalah pemilik rekening atau orang yangiaikkan oleh pemilik
rekening yang memerintahkan bank tertarik untukakétan pembayaran
atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban mgkpemilik rekening
kepada pemegang atau kepada pihak yang disebu#taanya dalam Cek
atau Bilyet Giro.

Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang rikemgkening giro atau

memiliki fasilitas rekening khusus pada bank.

Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dgaalapat ditarik setiap
saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giaoana perintah

pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

9. Rekening ...
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Rekening Khusus adalah rekening yang khusus didakadisediakan oleh
Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironitatdp atas permintaan
sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicd@nnya identitas
Pemilik Rekening dalam daftar hitam nasional yaedaku, dan hanya dapat
digunakan untuk menampung dana guna memenuhi Kemapembayaran

atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

Dana adalah saldo pada Rekening Penarik, termasilitefs cerukan dari
Bank Tertarik.

Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintamhagaran atau
perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dariarlRendengan

menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro.

Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayatan
pemindahbukuan Dana dari Bank Tertarik sebagaintgmerintahkan oleh
Penarik kepada Bank Tertarik.

Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokuewtulis dalam rangka
pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungaonhudntara Bank

dengan Pemilik Rekening.

Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan Cek Biyet Giro dari

Penarik.

Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro adalah tahggng terdapat pada
Cek atau Bilyet Giro yang merupakan tanggal ditkaninya Cek atau Bilyet
Giro.

Pengunjukan adalah penyerahan Cek sebagaimana digdéum KUHD atau

penawaran Bilyet Giro sebagaimana diatur dalamnkeé® yang mengatur

mengenai ...
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mengenai Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Bankafikrbaik secara

langsung @ver the counter) ataupun melalui kliring oleh Bank penagih.

Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagileknd@&n/atau Bilyet

Giro kepada Bank Tertarik melalui kliring untuk legpingan Pemegang.

Daftar Hitam Individual Bank, yang selanjutnya tiseDHIB adalah suatu
daftar yang dibuat oleh Bank yang mencantumkan ldetearik Cek dan/atau

Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh Bank yaegshngkutan.

Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional, yang seirya disebut sebagai
KPDHN adalah kantor yang ditetapkan oleh kantorapuank Tertarik
untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantanlByang bersangkutan

secara nasional.

Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHEd&lah daftar yang
merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indengang datanya
berasal dari KPDHN untuk diakses oleh Bank.

Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktunsekD (tujuh puluh)
hari sejak Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Gangypada masa tersebut

Penarik dilarang untuk membatalkan Cek atau BiBjed tersebut.

Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunyairgah pemindahbukuan
pada Bilyet Giro.

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data kgaa elektronik
antarpeserta kliring baik atas nama peserta mawgias nama nasabah

peserta yang perhitungannya diselesaikan pada viexkéntu.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bankagek pihak yang
tidak memiliki Rekening namun memanfaatkan jasakBamuk melakukan

transaksi keuangamélk-in customer).

25. Cek ...
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Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/&dyet Giro yang
diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring mamipuelalui loket bank
secara langsung ofer the counter) dan ditolak pembayaran atau
pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alagsmolakan

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Inidones

Rekening Giro Gabungafo(nt account) adalah rekening giro yang dimiliki
oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapatiti dari gabungan

badan, orang pribadi, dan/atau campuran keduanya.

Keadaan Darurat adalah suatu kondisi dimana tegadiu bencana alam
seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung melatais bencana lainnya
atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat dipgkkin sebelumnya seperti
kerusuhan masal yang kemunculannya bersifat mekdgdag melanda di

suatu wilayah tanah air Indonesia.

BAB I
PENGELOLAAN REKENING

Bagian Pertama

Pembukaan Rekening

Pasal 2

Rekening Giro hanya dapat dibuka untuk Nasabahakardan adanya

Perjanjian Pembukaan Rekening Giro antara Nasadadat Bank.

Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pgaa (4) harus

dilengkapi dengan data dan/atau informasi Nasabah.

(3) Rekening ...
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Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (Bt di#agi menjadi 3
(tiga) jenis Rekening Giro berdasarkan Nasabah yaelgkukan Perjanjian

Pembukaan Rekening Giro, yaitu:
a. Rekening Giro perorangan;

b. Rekening Giro badan;

c. Rekening Giro Gabungan.

Perjanjian Pembukaan Rekening Giro sebagaimanakdirdapada ayat (1)

paling kurang berisi klausula-klausula yang ditktapoleh Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Reke@img sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan klausula-klausula séiaga dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro #aphlasabah yang
telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rek&imgsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bank harus membuat tata usaha atas Cek dan/atget Biro yang telah
diberikan kepada Nasabah yang telah menjadi Pemikkening

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ...
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Bagian Kedua

Kewajiban Penyediaan Dana

Pasal 4
Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukummdaRekening
Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:
a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertatdu
b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dangtanggal

daluwarsa.

Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana seivaga dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif

b. Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh P#&nasetelah
tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan/atan

c. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah dedwsa.

Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan Dana sé&baga
dimaksud pada ayat (1) untuk Cek dan/atau BilyabGiang diblokir

pembayarannya diatur dengan Surat Edaran Bank balan

Pasal 5

Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penaribagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b hanya ddpakukan secara

tertulis.

Tata cara pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro &eharik diatur lebih

lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian ...
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Bagian Ketiga

Penutupan Rekening Giro

Pasal 6

(1) Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena petaan sendiri maupun sebab
lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Relgnintuk:
a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Gyang belum
digunakan;
b. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khukastgrdapat Cek
dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
c. Menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yakgpe yang paling
kurang memuat pernyataan bahwa:
1. semua kewajiban Pemilik Rekening berkaitan dengamggunaan Cek
dan/atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan; baik
2. tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik &gkg yang masih
beredar di masyarakat sepanjang Pemilik Rekeningmastikan tidak
terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih berelda
3. Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumé&u dicantumkan
kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudiian masih terdapat

penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang nmerniekriteria DHN.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lwtigfak berlaku untuk
Pemilik Rekening yang:
a. tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet GiroBEnk Tertarik; atau
b. memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun selurathieiah kembali ke

dalam tata usaha Bank Tertarik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan RekeriBugp sebagaimana

dimaksud ...
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dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaaak Bidonesia.

Bagian Keempat

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus

Pasal 7

Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaandsri maupun
sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (4)yasedangkan
Pemilik Rekening masih memiliki kewajiban pembayaratas Cek
dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tréctavajib langsung
membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewaajib

pembayaran dimaksud.

Dalam hal Rekening Giro ditutup, namun masih teedappsa Dana dan
tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaeias Cek
dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka pksgean sisa Dana

diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik.

Pasal 8

Bank wajib menutup Rekening Khusus sebagaimana ldioth dalam
Pasal 7 ayat (1) jika kewajiban terhadap selurulkk Gan/atau Bilyet

Giro yang masih beredar telah diselesaikan.

Penutupan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pgda (1)

diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada RlefRekening.

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukdan penutupan
Rekening Khusus, termasuk jangka waktu paling landadam penutupan

Rekening Khusus diatur lebih lanjut dengan SurarBd Bank Indonesia.

BAB Il
PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO

Pasal 10

Bank Tertarik dalam menolak pembayaran atau perhmdauan atas Cek
dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegdmagus memperhatikan

ketentuan penolakan sebagaimana diatur dalam PameBank Indonesia ini.

Pasal 11

(1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayaramnyka memenuhi

alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayaranolgh Bank Tertarik
dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekeninguéhtidak cukup, atau

telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/at&eBGiro Kosong.

(3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaendimaksud pada ayat
(2) tidak berlaku antara lain jika:
a. unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet GiroKkitlerpenuhi;
b. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggevakiu Pengunjukan
berakhir;

c. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa;
d. Bilyet ...



4)

(5)

(6)

(1)

-13-

d. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atalanggal
Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Rermgkan.

Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibflplembayarannya dalam
kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ditetapkateh Bank

Indonesia.

Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemingaian Cek dan/atau
Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yditefapkan oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baérik tersebut harus
dapat mempertanggungjawabkan penolakan tersebst datsar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan melaporkanm@ada Bank

Indonesia.

Ketentuan mengenai:

a. alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ay#eékyta tata
cara penolakannya;

b. pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kuapo
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

c. pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblok
pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayata@); d

d. tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyeto G
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakabagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Pemegasegtai dengan
pengembalian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak.

(2) Bank...
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(2) Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakabagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Penarik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan alasanolgkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2yrdéeengan Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
TATA USAHA PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO

Pasal 13

(1) Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atpetBsiro yang

ditolak dengan alasan apapun secara lengkap daar.ben

(20 Bank wajib menatausahakan secara terpisah Cek tdanBilyet Giro

yang ditolak dengan alasan kosong.

(3) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha seaaraehksional dan
berdasarkan prinsip syariah secara bersamaangpsaatan penolakan Cek
dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada @éhadan ayat (2)
dilakukan secara terpisah antara Bank konvensaaralJUS.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penatausahaan penolakan Cek dan/dlii Biro Kosong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bemletapkan salah satu

kantornya sebagai KPDHN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan KPDHMNgaimmana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank kslan

BAB ...
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BAB V
KRITERIA PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
YANG DICANTUMKAN DALAM DHN

Pasal 15

Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHéBtitas Pemilik
Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/ataueBiBiro Kosong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jéaenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kog@mg berbeda sebanyak
3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal ingasasing di bawah
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Beerkarik yang sama dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan; atau

b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosbr{gatu) lembar
dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juupiah) atau
lebih.

Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksua pgdt (1) memiliki
Rekening Giro pada Bank Tertarik yang melaksan&kgnatan usaha secara
konvensional dan juga memiliki Rekening Giro padatkr cabang syariah
dari Bank konvensional yang sama, penghitungan daekatau Bilyet Giro
Kosong untuk Pemilik Rekening tersebut dilakukanasa terpisah antara

Bank konvensional dan UUS

BAB ...
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BAB VI
PENYAMPAIAN DHIB DAN PENERBITAN DHN

Pasal 16

Bank wajib menyampaikan identitas Pemilik Rekenyang tercantum
dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(ady&epada Bank
Indonesia secara lengkap dan benar pada periodeuwang telah

ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN.

Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kedren2HIB yang

disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana slimdadada ayat (1).

Data DHIB yang telah disampaikan kepada Bank Insianeebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikoreksi oleh Bamigy@ersangkutan paling
lambat pada akhir periode penyampaian tanpa mekaerl persetujuan

terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yangadipaikan oleh Bank
kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 3 (tigajpgde setelah periode
penyampaian DHIB yang seharusnya dikategorikan gsebaerlambat

menyampaikan DHIB.

Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yangadipaikan oleh Bank
kepada Bank Indonesia setelah 3 (tiga) periode gapgian DHIB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikabagse tidak

menyampaikan DHIB.

Pasal...
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Pasal 17

Data DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayatyat (4) dan ayat

(5) diproses oleh Bank Indonesia menjadi DHN.
Bank Indonesia menerbitkan DHN secara berkala uditkses oleh Bank.

Bank bertanggung jawab atas penggunaan dan kemahasiformasi DHIB
dan DHN.

Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHNlake secara

nasional selama 1 (satu) tahun sejak tanggal peareHN.

Dalam hal Bank mencantumkan kembali identitas Rlerkkening yang
telah tercantum dalam DHN maka masa berlakunyagmnman identitas
Pemilik Rekening dalam DHN sebagaimana dimaksua padt (4) dihitung
1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN terakhi

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai tataaca penetapan dan

pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHbdBriode penyampaian

DHIB, serta pencantuman identitas Pemilik Rekemlaam DHN diatur dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB ...
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BAB VIl
SANKSI BAGI PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
YANG MEMENUHI KRITERIA DHN

Bagian Pertama

Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro

Pasal 19

Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cakatau Bilyet
Giro Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria sebagama dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empad)diari kerja sejak
tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang yababkan Pemilik

Rekening dicantumkan dalam DHIB.

Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak mpnmpan Cek
dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang namardiaantumkan
dalam DHN paling lambat 14 (empat belas) hari kesggak tanggal
penerbitan DHN.

Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Ggimagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sam@agan berakhirnya

masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dal&N.D

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan penggunaan
Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening diatundan Surat Edaran

Bank Indonesia.

Bagian...
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Bagian Kedua

Penutupan Rekening Giro karena Penarikan Cek danBilyet Giro Kosong

Pasal 20

(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejalcaetum dalam
DHN, Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan ht($ lembar
atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengalai nnominal
berapapun, Bank Tertarik wajib menutup seluruh Rakg Giro

Pemilik Rekening yang bersangkutan.

(2) Kewajiban penutupan Rekening Giro sebagaimana dsoclpada ayat

(1) tidak berlaku untuk:

a. Rekening Giro pada Bank selain Bank Tertarik;

b. Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menamgpun
kredit/pinjaman baik pada Bank Tertarik maupun Baekain Bank
Tertarik; dan

c. Rekening Giro pada Bank Tertarik yang selain mekapaRekening
simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredj@iman dari

Bank Tertarik sepanjang kredit/pinjaman tersebusiméerjalan.

(3) Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitd®emilik
Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemd&&IB dan
menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantankea dalam

DHN periode berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutuBRakening Giro,
pencantuman kembali identitas Pemilik Rekening malBHN diatur
lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
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BAB VIl
PEMBUKAAN REKENING GIRO BARU BAGI PEMILIK REKENINGYANG
IDENTITASNYA MASIH TERCANTUM DALAM DHN

Pasal 21

(1) Pemilik Rekening yang hak penggunaan Cek dan/atdyeB Giro
dibekukan karena sanksi DHN dapat mengajukan peoman
pembukaan Rekening Giro baru kepada Bank, namurk Balarang
memberikan sarana perintah pembayaran berupa Celatda Bilyet
Giro.

(2) Dalam hal Rekening Giro Pemilik Rekening di Bankrtaek telah
ditutup karena sanksi DHN, Pemilik Rekening terdeldilarang
membuka Rekening di Bank Tertarik yang bersangkutatuali
pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanyakumi&nampung

kredit/pinjaman dari Bank Tertarik.

BAB IX
PEMBATALAN PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG,
DAN REHABILITASI PENARIK DARI DHN

Bagian Pertama

Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bily@k®song

Pasal 22

(1) Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Kbsong hanya
dapat dilakukan oleh Bank Tertarik jika terbukti:

a. terdapat..



2)

(1)

2)
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a. terdapat kesalahan administrasi yang dilakukarBaek Tertarik;

b. kewajiban Penarik atas penarikan Cek dan/atautBie® Kosong kepada
Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik ataw famadalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;

C. terdapat putusan pengadilan yang telah memilikudak hukum tetap yang
menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penola&kana@/atau Bilyet Giro
Kosong;

d. keadaan Darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekditlalg dapat memenuhi
kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Gan/atau

e. pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/aiget Béiro Kosong

diperuntukan bagi Pemilik Rekening itu sendiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan terhaBapolakan Cek

dan/atau Bilyet Giro Kosong diatur dengan Suratr&ad&ank Indonesia.

Pasal 23

Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembatalan teapashlah satu atau
lebih Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongagabmana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) dan pembatalan tersebutgakiatkan
dikeluarkannya identitas Pemilik Rekening dari DHH&rta identitas
Pemilik Rekening belum dicantumkan dalam DHN makankB Tertarik

dapat melakukan pembatalan tersebut tanpa peraetdari Bank Indonesia.

Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada (dyadilakukan
setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkanmddlHN, Bank Tertarik
hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlethiblidanendapatkan
persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal...
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Pasal 24

Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonefiagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2), Bank Tertarik wajib memiga) permohonan
tertulis disertai dengan dokumen-dokumen penduldargdikenakan biaya

administrasi.

Bank yang melakukan kesalahan administrasi sebagairdimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib segera mengajukam@honan pembatalan
kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) peripdnyampaian DHIB

berikutnya sejak tanggal pencantuman identitas IReiRiekening dalam

DHN.

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolgk@mohonan
pembatalan secara tertulis kepada Bank Tertarikgpgma 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimadesiad ayat (1) diterima

secara lengkap.

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud padélayenya dapat

diajukan oleh Bank Tertarik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajymemmohonan
pembatalan dan besarnya biaya administrasi diadmgah Surat Edaran

Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Penarik dari DHN

Pasal 25

Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dichalkdam Pasal 23

ayat (2) disetujui olen Bank Indonesia dan pembhbataltersebut

mengakibatkan..




2)

3

(4)

(1)

(2)
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mengakibatkan Pemilik Rekening tersebut tidak leggmenuhi kriteria
untuk dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik melakukeehabilitasi
Pemilik Rekening dari DHN setelah menerima surasqtejuan dari Bank
Indonesia.

Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Bi&niRekening di Bank
Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya sypatsetujuan dari Bank

Indonesia oleh Bank Tertarik sebagaimana dimakada pyat (1).

Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Bi&nRekening di Bank
selain Bank Tertarik terhitung sejak tanggal dik&aunya Rehabilitasi oleh
Bank Tertarik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilibleh Bank Tertarik

diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 26

Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidajsuag maupun
langsung terhadap Bank atas pelaksanaan ketenttantihan dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Bank wadnyampaikan
laporan, keterangan dan penjelasan yang dimintsk Badonesia sesuai

dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam rangka pengawasan langsung, Bank wajib mekabverkepada
Bank Indonesia:

a. keterangan..



(4)

)

(2)
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a. keterangan dan data serta dokumen yang diminta;

b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sailryanhg berkaitan dengan
pembukaan Rekening Giro, penarikan Cek dan/atgmtEiiro dan Tata Usaha
penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau

c. hal-hal lain yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawdsgur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB Xl
SANKSI

Pasal 27

Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indowyasig dilakukan

secara langsung ditemukan tidak menatausahakanaRanoCek dan/atau
Bilyet Giro secara lengkap dan benar sebagaimanakdiud dalam Pasal 13
ayat (1) maka dikenakan sanksi kewajiban membagtaesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau d&dengkapan dan paling
banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupetasil pengawasan.

Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indondsimukan bahwa Bank
menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tetgandalam DHIB
kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkamun identitas
tersebut dilaporkan secara tidak lengkap dan/adiak t benar sesuai
ketentuan Pasal 16 ayat (1), Bank dikenakan s&mgajiban membayar
sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pe

ketidaklengkapan..




3)

(1)

2)
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ketidaklengkapan dan/atau per kesalahan dan pdbaugyak sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporamHIBD yang

disampaikan kepada Bank Indonesia.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidanakan atas kesalahan
dan/atau ketidaklengkapan yang telah dikenakan ssaskbagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

Bank yang terlambat melaporkan identitas Pemilikkd®déng yang
tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia padaoger yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ydikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus mipiah) per
Pemilik Rekening per keterlambatan periode pelapa@n paling banyak
sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) parilkk Rekening.

Bank yang tidak menyampaikan identitas Pemilik Rékg yang
seharusnya tercantum dalam DHIB sebagaimana didakasiam Pasal 16
ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebiep&.000.000,00
(lima juta rupiah) per identitas Pemilik Rekenyang tidak disampaikan.

Pasal 29

Bank Tertarik yang tidak membekukan hak penggur@eindan/atau Bilyet

Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalasalP39 ayat (1)

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp0@MO0 (satu juta

rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja ketettatan dan paling banyak
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) @miliR Rekening.

(2) Bank...
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Bank selain Bank Tertarik yang ditemukan tidak mekaikan hak
penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekgnsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sardwajioan membayar
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per KkeRékening per hari
kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar B@A®00,00 (sepuluh

juta rupiah) per Pemilik Rekening.

Pasal 30

Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indondsimwkan bahwa Bank
Tertarik melakukan pembatalan atas penolakan Cekaa Bilyet Giro
Kosong menurut Pasal 23 ayat (1), namun pembatddesebut tidak
menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam ZPasghat (1) atau
menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalamZRamght (1) namun
tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yangdse Bank Tertarik
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar RpB@MO0 (lima juta
rupiah) per Pemilik Rekening yang penolakan Cek/atan Bilyet Giro

Kosongnya dibatalkan.

Bank Tertarik yang dikenakan sanksi kewajiban membaebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. mengkategorikan kembali penolakan Cek dan/ataetBByo yang dibatalkan
sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kostang;

b. menetapkan dan mencantumkan kembali identitas ilPeRekening yang
penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya tetfibatalkan ke
dalam DHIB periode berikutnya setelah tanggal peage sanksi, jika:
1) akibat pengkategorian kembali sebagaimana dimagadd huruf

a menyebabkan terpenuhinya kriteria pencantumamtiide

Pemilik Rekening dalam DHIB sebagaimana dimaksulhnda

Pasal...
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Pasal 15 ayat (1); atau
2) pembatalan dilakukan setelah identitas Pemilik Reke telah

dicantumkan ke dalam DHIB.

(3) Segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengsataken administrasi
Bank Tertarik yang mengakibatkan identitas PemiRlekening harus
dicantumkan dalam DHIB sebagaimana dimaksud pad& @) huruf b
menjadi tanggung jawab Bank Tertarik yang bersatagku

Pasal 31

Bank yang terlambat mengajukan permohonan pembatedaena kesalahan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal @# (2 dikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima jupiah) per Pemilik
Rekening.

Pasal 32

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap keterdiatam Peraturan Bank
Indonesia ini dikenakan sanksi administratif beruggavajiban membayar dan
pembinaan atau sanksi administratif berupa pembidatam rangka pengawasan

Bank oleh Bank Indonesia.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruhliPdRekening di
Bank yang bersangkutan termasuk Penarik Cek dan/Biyet Giro
Kosong.

(2) Bank...
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)
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-28-

Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/alget Biro atau
menutup Rekening Pemilik Rekening atas pertimbaipgatimbangan
Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak aetem dalam DHN
sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupandipi&ianjikan dalam
perjanjian pembukaan Rekening Giro atau denganepgusan Pemilik
Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan gergrundangan yang

berlaku.

Pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening tabesksar
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2yitdittukan kepada

Pemilik Rekening.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penutupan Rekening Giro, pemcent identitas
Pemilik Rekening dalam DHIB dan pengenaan sankana&eraturan Bank
Indonesia ini tidak diberlakukan terhadap penarikaek dan/atau Bilyet
Giro Kosong yang dilakukan oleh Pemilik Rekeninguipa:

a. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR);

b. instansi pemerintah; atau

c. lembaga negara.

Terhadap Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosgagg memenuhi
kriteria DHN yang dilakukan Pemilik Rekening sehag@na dimaksud pada
ayat (1) berlaku ketentuan pembekuan hak penggu@ekrdan/atau Bilyet
Gironya di Bank Tertarik selama 1 (satu) tahun ksdf@milik Rekening

tersebut memenuhi kriteria DHN.
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BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek dan/ailyet Giro

Kosong sebelum diberlakukannya Peraturan Bank keslanini dan belum
memenuhi kriteria dicantumkan dalam daftar hitamdasarkan ketentuan
Bank Indonesia yang ada, wajib dicatat oleh Bankafdé sebagai data yang

berpotensi untuk dicantumkan dalam DHN.

Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksuda paglat (1)
melakukan lagi penarikan Cek dan/atau Bilyet Gir@s#hg setelah
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini se@ngemenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), fakalik Rekening

dimaksud dicantumkan dalam DHN.

Daftar hitam yang telah diterbitkan pada masingntasvilayah Kliring
lokal dan masih berlaku pada saat diberlakukanngaatiran Bank
Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku dalam ngasmasing wilayah
Kliring lokal dimaksud sampai dengan berakhirnyasanderlaku daftar

hitam yang bersangkutan.

Pasal 36

Selama ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesizelom diberlakukan,
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggaini 2000 perihal
Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong besgierubahan-

perubahannya dinyatakan tetap berlaku.
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukaka Surat Edaran

Bank...
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Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2086hal Tata Usaha
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubayardinyatakan tidak
berlaku kecuali ketentuan tentang pembatalan pkaol&€ek dan/atau Bilyet
Giro Kosong yang tetap berlaku sampai berakhirnyamsamsanksi daftar

hitam.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padaydah1 Juli 2007, kecuali
ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang berlaku sejakgtdndjtetapkannya Peraturan

Bank Indonesia ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOM@® 107
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 8/ 29 /PBI/2006
TENTANG
DAFTAR HITAM NASIONAL
PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199@ngenBank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndadgrAgnNomor 3 Tahun
2004, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengknrmenjaga kelancaran
sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwugudmstem pembayaran
yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sipmbayaran yang efisien,
cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukencgptanya stabilitas
sistem keuangan. Sementara itu, dukungan terhadégitas sistem keuangan
dapat dilakukan secara berkesinambungan melaluurpean berbagai risiko
sistem pembayaran nasional.

Upaya penurunan risiko dan peningkatan kepercayeeyarakat atas jasa
layanan sistem pembayaran nasional telah dilakokaim Bank Indonesia antara
lain dengan langkah kebijakan pengaturan dalanersidBank Indonesidreal
Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI) dan pengaturan alat pembayaragate menggunakan kartu.

Di sisi lain, pelaksanaan Kliring dilakukan melalpertukaran warkat
dan/atau data keuangan elektronik, baik dalam r{jirdebet maupun Kliring
kredit. Dalam pelaksanaannya, Kliring kredit dilako dengan melakukan

pengiriman data keuangan elektronik tanpa pengirimarkat kredit secara fisik

(paperless) ...
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(paperless), sedangkan untuk Kliring debet pengiriman data kgaa elektronik
masih disertai dengan pertukaran warkat debet adtsak (paperbased), seperti
Cek dan Bilyet Giro.

Dalam perkembangannya, nilai nominal dari penggur@ek dan Bilyet
Giro sebagai alat pembayaran masih signifikan. hpesk pembayaran dengan
menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro relatif amam mlyaman, namun di dalam
prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalaB&o gagal bayar akibat
adanya Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak disemhabananya secara cukup
oleh Penarik atau yang dikenal dengan Cek danBitgat Giro kosong. Secara
statistik, persentase Penarikan Cek dan/atau BiBjied kosong relatif kecil,
sekitar 0,5%-2% dari total nilai perputaran damiritansaksi Cek dan/atau Bilyet
Giro, namun hal tersebut masih tetap merupakan latasgang harus terus
menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkfpaya penurunan tersebut
harus pula dipandang sebagai upaya menjaga keparctayasyarakat terhadap
Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai alat pembayaran rdalindungi kepentingan
Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro dalam menerimapgaran.

Dalam kaitan tersebut di atas, kepada Pemilik Rekgeryang oleh
Peraturan Perundang-undangan diberikan fasilitaskunenarik Dananya dengan
menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro, perlu dibankedukasi yang memadai
agar dapat mengelola dengan baik penggunaan deadgran Cek dan/atau Bilyet
Gironya serta selalu menjaga ketersediaan Danaagla waktu Cek dan/atau
Bilyet Giro diunjukkan untuk kepentingan pembayar&ementara itu kepada
Bank Tertarik juga dituntut untuk melakukan pens#diaan yang tertib atas
peredaran Cek dan/atau Bilyet Giro Bank yang diganaoleh Nasabahnya
terutama yang ditolak oleh Bank lain karena al&3ak dan Bilyet Giro kosong.

Namun demikian, dalam praktek masih sering terjgdnarikan Cek
dan/atau Bilyet Giro kosong yang diakibatkan olelargyashort term liquidity

mismatch. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan masa waktama 7 (tujuh)

hari ...
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hari kerja setelah terjadinya tolakan karena alasmong kepada Penarik untuk
menyelesaikan kewajiban pembayarannya, sehinggajkptagorian sebagai
Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong hanya diberkepada Nasabah Bank
yang benar-benar beritikad tidak baik.

Jika upaya edukasi kepada Pemilik Rekening tel@kukan dengan baik,
namun dari penatausahaan Bank diketahui bahwa rbasiyiak Penarikan Cek
dan/atau Bilyet Giro kosong, maka diperlukan pemapersanksi yang dapat
memberikan efek jera kepada Penarik dengan menkpisidannya dalam suatu
daftar untuk dapat diketahui oleh Bank lain. Peayklasan kepada Bank lain
dimaksudkan pula agar dapat mencegah terulangnyggpeaan Cek dan/atau
Bilyet Giro kosong yang merugikan masyarakat seltes

Daftar hitam lokal yang selama ini berlaku di wahyKIliring tertentu,
dipandang masih belum mampu mengurangi peredarkerd@®atau Bilyet Giro
kosong. Untuk itu diperlukan kebijakan pengenaarksiadaftar hitam yang lebih
proporsional, baik melalui penetapan kriteria yatgpbih ketat maupun
memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lelals lmenjadi secara nasional.

Penerapan sanksi kepada Penarik yang menerbitkanatu lebih Cek
dan/atau Bilyet Giro kosong dilakukan dengan pembesurat peringatan dari
Bank Tertarik. Pencantuman dalam DHN dapat dilakuaabila telah memenuhi
kriteria daftar hitam individual pada Bank Tertadgiisertai dengan pembekuan hak
menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang bersaagkpada Bank Tertarik.
Apabila nama Penarik/Pemilik Rekening telah tengantdalam DHN yang
diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia,kamgembekuan hak
penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut jutgkukan oleh Bank selain
Bank Tertarik di seluruh Indonesia. Apabila setetencantum dalam DHN,
Penarik masih melakukan lagi Penarikan Cek danBiiyet Giro kosong, maka
Bank Tertarik akan mengenakan sanksi penutupamireké&epada Penarik yang

bersangkutan. Pengenaan sanksi yang dilakukanas&eatahap, dimulai dari

pembekuan..
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pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau BilyetKésong diharapkan dapat
menjadi suatu peringatan kepada Penarik atas Ranatiek dan/atau Bilyet Giro

kosong yang dilakukan, sehingga dapat mengurangiggean sanksi penutupan
rekening yang harus dilakukan oleh Bank Tertari&lan kaitan ini, langkah yang

hati-hati dari perbankan dalam menetapkan PemiikeRing masuk dalam DHN

sangat diperlukan.

Mengingat Bank Tertarik sebagai pihak yang mengetaecara pasti
penggunaan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro dam pamilik Rekening di
Banknya, maka tepat jika pencantuman nama Penakkdan/atau Bilyet Giro
kosong dalam DHN dilakukan secasslf assessment oleh Bank Tertarik.
Disamping itu, untuk menghindari adanyaral hazard dan benturan kepentingan
yang mungkin terjadi pada Bank Tertarik, diperlukaatu kebijakan pengawasan
yang bersifat proaktif dan penerapan sanksi yaggstelari Bank Indonesia baik
kepada Bank maupun kepada Penarik Cek dan/ataet Bilyo kosong.

Jika langkah pengelolaan atas penggunaan Cek dar2diet Giro telah
dilakukan dengan baik oleh Penarik dan Bank Tdrtaerta sanksi atas
penyalahgunaan dari pengelolaan tersebut telaimdskan secara proporsional,
diharapkan secara keseluruhan dapat memberikaranaga dan nyaman kepada
pengguna warkat debet, khususnya Cek dan/ataut Blye, yang pada gilirannya
akan meningkatkan pemakaian uang giral dalam mdampar sistem

pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

at ...

5



Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Data dan/atau informasi Nasabah antara lain nama/meadan, alamat,
tempat, dan tanggal lahir Nasabah, serta NPWP gathukung dengan
bukti-bukti identitas lengkap seperti Kartu Tandangenal (KTP),
Surat Izin Mengemudi (SIM) dan atau paspor.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud “perorangan” adalah orang-perorariganasuk
individu yang membuka Rekening Giro untuk usahaggan
seperti toko, restoran, bengkel dan/atau warung.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “badan” antara lain adalaharss
pemerintah/lembaga negara, setiap badan yang dialam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang atau Peraturan Perundang
undangan lainnya, badan hukum yang diatur dalanatéran
Perundang-undangan, dan/atau organisasi masyaraleat
sejenisnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal...



Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud “saat diunjukkan” untuk Cek adaladt slimana Bank
Tertarik melakukan pengecekan ketersediaan Dare Raklening Giro
Penarik setelah Bank Tertarik menerima Cek dari dggamg, baik
secara langsun@\er the counter) maupun melalui proses Kliring.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cek dan/atau Bilyet Giro dianggap telah daluwarpahdla
tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam Tenggang
Waktu Pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak
berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)

Pemilik Rekening yang karena alasan tertentu besughkntuk menutup

Rekening...
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Rekening Giro atas permintaan sendiri harus mekgajypermohonan
secara tertulis kepada Bank.

Yang dimaksud dengan “sebab lain” dalam hal inei@tain karena
Pemilik Rekening tercantum dalam DHN dan Rekenimgrya harus
ditutup.

Ayat (2)

Yang dimaksud “seluruh Cek dan/atau Bilyet Giraatiekembali ke
dalam tata usaha Bank Tertarik” meliputi blanko @ak/atau Bilyet Giro
yang belum digunakan maupun Cek dan/atau Bilyeb @ang telah

ditarik dan dipenuhi kewajibannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Pembukaan Rekening Khusus tersebut wajib dilakgkaara langsung
dan dimaksudkan untuk menampung Dana guna meni&asa
kewajiban-kewajiban pembayaran atas Cek dan/atayeBiGiro
yang masih beredar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Jika Rekening Khusus berupa rekening yang terdari dub-sub
rekening maka yang wajib ditutup adalah sub rekgratas nama
Pemilik Rekening yang bersangkutan.
Ayat (2)

Cukup jelas...



Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cek yang tidak memenuhi unsur-unsur Cek atau Biy®o
yang tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro beldranggap
sebagai Cek atau Bilyet Giro.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayaraardalam hal ini
antara lain karena dilaporkan hilang oleh Penanérgs dilampiri
dengan surat keterangan hilang dari kepolisian)u attas
permintaan instansi yang berwenang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan gkamolCek

dan/atau Bilyet Giro dengan lengkap” antara laialau penatausahaan
identitas Pemilik Rekening yang mencakup informssbagaimana
dipersyaratkan pada saat pembukaan Rekening Goarassama dan
konsisten.

Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan gkamolCek

dan/atau Bilyet Giro dengan benar’ adalah pencaatunalasan

penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro berdasarkarafdkn kondisi yang

sebenarnya terjadi serta berpedoman pada ketenteagenai alasan

penolakan yang berlaku.

Ayat (2)
Kewajiban menatausahakan secara terpisah untukd@elatau Bilyet

Giro yang ditolak dengan alasan kosong dimaksudigar dapat

mempermudabh..
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mempermudah Bank untuk menetapkan Penarik masuldakam
DHIB.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Kantor yang ditetapkan sebagai KPDHN dapat berugatok pusat
Bank atau kantor di bawah kantor pusat Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Penetapan Pemilik Rekening yang memenuhi kriteriatuku
dicantumkan dalam DHIB dilakukan oleh Bank Tertas#caraself
assessment.
Huruf a
Penarikan satu lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kgsgang
sama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkabagai satu
lembar Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kantor Cabang Syariah untuk Bank yang berkantoatpdisluar negeri

adalah kantor cabang pembantu syariah.

Pasal 16

Ayat (1)
Bank Indonesia..
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Bank Indonesia dalam hal ini hanya menyediakannsa2HN. DHN
berisi data DHIB yang berasal dari KPDHN untuk k& Bank.
Penyampaian identitas Pemilik Rekening dalam DHIBhoBank
kepada Bank Indonesia dilakukan seaaniane.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Pemrosesan data DHIB menjadi DHN dilakukan oleh iBan
Indonesia tanpa melakukan perubahan atas data Dydig
telah disampaikan oleh Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Informasi dalam dalam DHIB dan DHN hanya digunakantuk
kepentingan Bank sehingga Bank harus menjaga @phle@mungkinan

penyalahgunaan oleh pihak lain dan pembocoran &si@dmnya.
Ayat (4)
Identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DétNmatis

tidak tercantum lagi terhitung 1 (satu) tahun ségiggal penerbitan
DHN ...
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DHN kecuali identitas yang bersangkutan dicantumkambali dalam
DHN berikutnya.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “membekukan hak penggunaand@elatau
Bilyet Giro” adalah Bank Tertarik meminta kepadaritix Rekening
untuk mengembalikan seluruh lembar Cek dan/atayeBiGiro yang
belum digunakan.
Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gada Bank
Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yaaigniliki oleh
Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.
Perhitungan waktu paling lambat 14 (empat belas) karja bagi Bank
Tertarik untuk membekukan hak penggunaan Cek dganBilyet Giro
antara lain memperhatikan adanya jangka waktwjah} hari kerja
setelah tanggal penolakan untuk memenuhi kewajPanarik yang
beritikad baik untuk melakukan pembayaran Cek dau/8ilyet Giro
akibat terjadinyashort term liquidity mismatch ditambah dengan 7
(tujuh) hari kerja untuk melakukan koordinasi intdr Bank Tertarik
serta untuk pemberitahuan kepada Pemilik Rekening.
Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gidak t
menyebabkan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekgrsehingga

Pemilik Rekening yang bersangkutan masih dapat gwerakan sarana

lain ...
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lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro, misalnfgam transfer Dana atau
slip penarikan tunai.
Pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet @lekukan
terhadap seluruh Rekening Giro dari Pemilik Rekgnimaik berupa
Rekening Giro perorangan, Rekening Giro gabungamomaRekening
Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kn@disman
dari Bank Tertarik.

Ayat (2)
Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet @Gda Bank selain
Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Gyang dimiliki
oleh Pemilik Rekening pada Bank selain Bank Td¢timisebut

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Pengenaan sanksi penutupan Rekening Giro merupaaya terakhir
sebagai akibat masih adanya Penarikan Cek dariBdyet Giro Kosong

setelah Pemilik Rekening dikenakan sanksi pencamtwtalam DHN dan
pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro

Dalam praktek, terdapat kemungkinan Pemilik Relgenmempunyai
beberapa Rekening Giro pada 1 (satu) Bank Tertaghjngga apabila
Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan Cek dan/@Bilyet Giro

Kosong setelah namanya dicantumkan dalam DHN, Bakia Tertarik yang
menolak Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau leleingan nilai nominal

berapapun wajib menutup seluruh Rekening Giro keRelkening.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
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Huruf a

Penutupan Rekening Giro pada Bank Tertarik tidak
mengharuskan Bank selain Bank Tertarik menutup RegeGiro
atas nama Pemilik Rekening tersebut. Namun demikinak
penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Pemililkké&taeng

tersebut di Bank selain Bank Tertarik masih tetdgeklukan.

Huruf b

Dalam hal ini, Rekening Giro yang dimaksudkan haoyauk
menampung kredit/pinjaman tidak ditutup, namun hak

penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya tetap dikaku

Huruf c

Ayat (3)

Dalam praktek terdapat kemungkinan Dana kreditgimgn
dari Bank Tertarik ditatausahakan dalam RekeningoGi
Pemilik Rekening. Dalam hal ini, sepanjang Reken(igo
tersebut masih diperlukan untuk penatausahaan
kredit/pinjaman maka Rekening Giro tersebut tidatutdp.
Penutupan Rekening Giro demikian wajib dilakukamlafa
kredit/pinjaman telah diselesaikan dan identitasmifik

Rekening masih tercantum dalam DHN.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang...



-15-

Yang dimaksud dengan “Bank” pada ayat ini adalaimkB&ertarik

maupun Bank selain Bank Tertarik. Rekening Giro ubatapat

diperuntukkan untuk menampung kredit/pinjaman daandaksi

lainnya namun tidak diberikan sarana Cek dan/atigeBGiro.

Ayat (2)

Pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya kuntu

menampung kredit/pinjaman dimaksud tetap tidak dkKae

sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Banktares
adalah kesalahan Bank Tertarik karena melakukarmlakan
atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan salekeiing
Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebsgm@abana

pada Rekening Penarik mencukupi. Kesalahan admasist

tersebut dapat disebabkan antara lain karena:

a.

terdapat kesepakatan khusus antara Pemilik Rekening
dengan Bank dalam pemenuhan kewajiban pembayaran
Cek dan/atau Bilyet Giro, dimana kewajiban pembayar
Cek dan/atau Bilyet Giro dapat dipenuhi dengan
menggunakan Dana yang cukup dari rekening lain yang
dimiliki  Penarik, namun kesepakatan itu tidak
dilaksanakan oleh Bank Tertarik; atau

terdapat gangguan pada sistem sehingga Dana menjadi
tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro

diunjukkan.
Hurufb...
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Huruf b
Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setefahggal
penolakan dimaksudkan untuk memberi kesempatanRetarik
yang beritikad baik namun kareshort term liquidity mismatch
Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasatdcs
Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup dan
diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilgeo
Kosong. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kegesebut
diperhitungkan sebagai waktu yang cukup bagi Pkengang
beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayadam tidak
dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban penyediaaraDagi
Cek dan/atau Bilyet Giro. Dengan demikian, dalarhteedapat
keterlambatan pembayaran, Pemegang Cek dan/atget Biro
berhak menuntut kompensasi tertentu sesuai denggim
dan/atau perjanjian yang berlaku.
Pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukanlunela
pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara laindga, harus
dibuktikan kepada Bank Tertarik dengan dokumen vyang
lengkap.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23..
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Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kewajiban mengajukan permohonan pembatalan yangtagkan
dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepegan Pemilik
Rekening.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsiemgan cara
meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank.
Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsemgan cara

melakukan pemeriksaan di Bank.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara lengkaptara lain
adalah data/identitas Pemilik Rekening yang tetcantdalam DHIB
sesuai dengan data pada saat pembukaan Rekenmg Gir
Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara benagdrarain adalah
kebenaran penggolongan alasan penolakan Cek dar2dtet Giro
sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)
Penetapan mengenai pembatasan sanksi atas kesdiamsksudkan
agar Bank tidak dikenakan dua sanksi atau lebi ketaalahan dengan

objek yang sama.

Pasal 28
Ayat (1)
Sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesa®@@Rp30,00 (tiga
ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan bahweerleenbatan
pelaporan maksimum 3 (tiga) periode setelah perpaporan yang

seharusnya. Pelaporan sampai dengan 3 (tiga) penmedaporan

dianggap...
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dianggap sebagai terlambat melapor.
Ayat (2)
Kewajiban membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupidikenakan

atas dasar anggapan tidak adanya itikad baik Bahkkunelaporkan

Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalanBxdrena telah
memenuhi kriteria DHN.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Sanksi yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkatuku melindungi
kepentingan Pemilik Rekening.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam ayat iniarantlain
memberikan informasi dan edukasi kepada PemilikeRiglg untuk
memperhatikan ketentuan penggunaan Cek dan/atgat Biro serta

konsekuensi bagi Pemilik Rekening apabila melakugalanggaran.

Pembinaan..
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Pembinaan dimaksud dilakukan paling kurang pada pa@bukaan
Rekening Giro.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundadgngan”
antara lain yang memberikan kewenangan kepada akeredkum atau
pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakaks@amisalnya
berupa pembekuan atau penutupan rekening.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Dalam rangka menjaga kepentingan dan kepercayadfhk pagar

fungsi pelayanan masyarakat dapat tetap berjal@marikan Cek

dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Baimstansi

pemerintah, atau lembaga negara dikecualikan darggnaan sanksi

pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Geoutupan

Rekening Giro dan pencantuman dalam DHN

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Instansi pemerintah dalam hal ini antara lain ddgamerintah
pusat dan pemerintah daerah serta kantor-kantorygmag
melakukan fungsi pemerintahan, namun tidak terma3a#an
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik ebah
(BUMD).

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Pasal 35

Cukup jelas.

Ayat (1)

Ayat ini mewajibkan Bank untuk mencatat setiap Pi&aa Cek

dan/atau Bilyet Giro kosong sejak ditetapkannyaatean Bank
Indonesia ini. Ketentuan yang ada pada saat diketeqya Peraturan
Bank Indonesia ini adalah Surat Edaran Bank Indanésomor

2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usahaafkan Cek
dan/atau Bilyet Giro Kosong beserta seluruh perabaja.

Yang dimaksud dengan “data yang berpotensi” addéth Penarikan
Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang belum dicakiamdalam daftar

hitam yang berlaku di wilayah Kliring lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 36

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia NomofR2AIRP tanggal
8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilygb Kosong
beserta seluruh perubahannya dilakukan dengan meat@n
ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Kliringsicveal Bank
Indonesia yang antara lain telah mengubah alasaolgle&n warkat

debet, termasuk Cek dan/atau Bilyet Giro.

Ayat (2)...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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